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MITLI1K
Protte rAR AN
“L S vy A ko NGGA®
l__bb‘_‘l“ IYA

1. Uralan pakta

~ebuth scjrah baru "imur Tenrah telah digkir, mar-
juangan 45 tohun bangsa Palestina untuk mendapatkan wiln-
yah negara mulai menampakkan hasilnya, dengan ditandatanga-
ninya perjanjian perdamaian antara Arabic Munazzamat at -

Pahrir Filistiniyah atau yang lebih dikenal dengan nama

Palestine Liberation Qrganization ( selanjutnya dissbut

PLO ), dengan Israel. Perjanjian ini ditandatangani oleh

Mahmoud Abbas sebagai wakil dari PTO, dan menteri luar ne-

geri Israel, Shimon Peres..Penandatanganan ini dilakukan

di gedung putih, Washington D,C.,Amerika Serikat.

Pokok-pokok dari perjanjian ini adalah;

1. Pemerintahan sendifi Palestina akan dimulai dalam bebe-
rapa bulan méndataﬁg di 3élur gcaza dan kota Jericho;

2. ségeré setelah pemerintahan sendiri terbentuk, Israel
akan menyérahkan semua tanggqng jawab atas fungsi pe-
“merintéhan sehari-hari- termasuk tugas kepolisian dan
keamanan lokal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan
kesejahferaah, turieme, dan pemungufan ﬁajak.

b Isfael'masiﬁ akan bertangguné'jawab atas. keamanan se-
cara keseluruhan, termasuk penj&gaan perbatasan.

4. vpemukimen vahudi didaerah pendudukan akan tetap diper-
tahankan dan diﬁaga oleh tentara Israel. |

5. Keputusan tentang status kota Jerussalem akan ditetap-

K n dalam perundingnn yang akan d-+tane,
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6. ™I.0 ak:n meninggalkan perlawanan hersonjata terhadzp

Israel.

Perjanjian ini bisa tercapai setelah melalui pro-
ses perundingan rahasia yang cukup panjang, yakni sejak
tanggal 20 Januari 1993, yang bertempat di 0slo, Norwegia.
Perundingan yang pertama ini ditutub tanggal 22 Januari
1993 dengan keputusan, perundingan akan dilanjutkan kem-
bali pada bulan Maret 1993.

Sesuai dengan keputusan perundingan tanggal 22 januari
1993, maka pada bulan paret 1993, ﬁerundingan kembali di-
adakan di 0Oslo, Norwegia. Perundinéan ini berlanjut sam-
pal lebih kurang selama 6 bulan, hingga dibukanya‘perun_
dingan damai putaran ke-11 di wash*ﬁgton bzc{ .

- Perjanjian tersebut akhirnya'ditandatangani pada
tanggal 13 september 1993, disaksikan oléh ketua PLp,{Ya;“
sser Arafat, perdana Menteri Israel; Yitzhak Rabin(.Présib
den Amerika Serikat, Bill (Qlinton dén~tokohétdk5h dunia
lainnya. Mengapa Mahmoud Abbas yang menandétangani perjan-
jian, adalah suatu sikay yang dapat dimengerti, oleh_ka-
rena Israel hanya mengutus menteri luar negerinya, sShimon
Peres untuk menandatangani perjanjian itu. Protokoler pni-
plomatik sebenarnya mensyaratkan bahwa suatu perjanjiah
harus aitandatangani-oleh pejabat yang setara. Apabila
Israel mengirimkan menteri luar negerinya, mika PLO juga

harus mengirimkan menteri luar neperiny:, yakni parcuk
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Kaddoumi. Hanya saja, Parouk Kaddoumi termasuk tokoh yang
secara terbuka mensi:k Kerns perjaaji:n perdanuian torse-
but. Karena situnasi inilah, maka ™L0O mengutus Mahmoud Ab-
bas untuk menandatangani perjanjian itu, karena kedudukan-
nya sebagai anggota Komiﬁe eksekutif yang dalam dtruktur
organisasi PLQO adalah sgtingkat dengan menteri, telah me-
menuhi syarat untuk mengndatangani perjanjian itu.1

Perjanjian perdamaian ini ternyata tidak selamanya
membawa perdamaian. Banyak pihak yang menentang isi dari
perjanjian itu. Kelompﬁk kanan ekstrem Israel yang dipim-
pin oleh partai kanan ﬁikud, kelompok militan Hamas diwi-
layah pendudukan dan bahkan organisasi radikal dalan tubuh
P10 menjadi penentang utama dari perJanglan tersebut Si=-
kap menentang ini dapat dlmengerti akibat dari rahaszanya
Per&ndingan enam bulan di Qslo, Norwegia.

Dikalangan ?alestina,_perjanjian'itu diahggap sa-
ngat merugikan dan tidak sesuai_dengén tujuan utama per -
juangan bangsa Palestlna, yakni memperoleh kembali tanah
airnya dan mendapatkan kemball kota sucdi Jerussalem. Mere-
Kd beranggapan bahwa perdamalan yang sesungguhnya bisa
terjadi apabila tujuan utama itu telah tercapai. Dengan
ditandatanganinya perjanjian itu, bukan perdamaian yang
di.lapatkan melainkan perpecahan yang tidak bisa dihindar-
kan lagi, bahknm sudih menjurus kearah kekerasan yang a-

knirny: ninti dapat diverkirakan nkin terjadi perang sau-
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dara di Palestina. Hal ini terlihat dari banyaknya faksi-

Tavsl yang acnentlap (ebijiksanann Yasser Ara{it tentaap

perjanjian itu, Faksi-faksi tersebut adalah;2

1. Popular Front for the Liberation of palestine ( PFLP )

2. popular Front for the Liberation of palestine-~ General
Command ( PFL?-GC ).

3. Popular Democratic Front for the Liberation of palesti-

ne { PDFLP ).

o
[ 3

Palestine Comunist party.

I
.

As-Saiqga

o
.

Harakat al Mugawwamti al Islamiyah ( HAMAS ).

S

Palestine Liberation Front.
Faksi-faksi tersebut adalaﬁ_fakéi yana_mehentahg tindakan
Yasser Arafat baik yang sangat ekstrem dengan mengancam
akan.membunuhnya maupun yang hanya sekedar mengecamnya.
Selain dari tujuan utama perjuangan bangsa Palesti-
ﬁa, proses pembentukan perjanjian perdamaian itu sendiri
telah mendapat kecaman keras dari komisi eksekutif Pp10.
Kecaman ini timbul karena Yasser Arafat tidak berkonsulta-
8l terlebih dahulu dengan komisi tersebut. Bahkan, komisi-
Fksekutif belum memberikan persetujuannya dan bahkan tidak
membahas tentang apa yang disebut dengan rencana Gaza-Te-
richo itu. pari sini, timﬁul suatu kesan seolah-olah Yas-
ser Arafat membuat sendiri perjanjiannya dengan Israel,

Senhingpra daptt dimaklunl adanys angraoin bihwa narjanjian
y A 14an
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janjian itu bukanlah perjanjiain perdamaiom antara »17-
1svael, tetz-oi lebib cenderung dikitnon perimjiin verda-
maian Yasser Arafat-Israel.

Sehinggs masih ada keragu-raguan tentang kezhsahan
perjanjian itu,, dalam arti, apakih Yasser Arafat mempu-
nyai kewenangan untuk membuat perjanjian itu, apakah ke-
dudukan Yasser Arafat sebagai ketua PIO bisa dijadikan
dasar untuk membuat perjanjian itu, sekaligus menentukan
masa de @n bangsa Palestina. Xalaupun perjanjian itu bi -
sa mengikat seluruh Bangsa palestina, apakah dengan dewmis«
kian berarti semua ketua organisasi pembebasan palestina,
sélain.PLo, bisa dan berwenang untuk membuat perjanjian
yang telah dibuat oleh Yééser Arafze, |

, seiaih'itu. fimbul-éuafu keragu-raguan terhadap sta-
tus perjanjian itu sendiri, dalam artian, apakah perjanjian
itu berstatus sebégai pgrjénjian internasional ataukah bu-
kan, meﬁgingat salah satu pihak penanﬁatangan belum diakui

status kenegaraannya oleh semua negara didunia iﬁi.

a..Permasalahan

Dari UYraian Fakta diatas, maka timbullah beberapa
permasalahaon yang akan dicoba untuk dibshas disini. perma-
saluahan tersgebut adalah;g |
1. Apakah palestina bisa bertindak sebagai subyek hukum

internasional 2
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Z. Apakah vasser arafat mempunyai kewenangan untuk manr-
dag i perg e i, terscuut 2

3. Apakuh perjanjian PLO-Israel itu sudah sah menurut Hu-

kum Internasional 7

3., Dasar Hukum

Untuk membahas tiga permasalahan diatas, maka akan
digunakan beberapa konvensi yang berkaitan dengan permasa-
1ahaﬁ yang akan dibahas. Konvensi tersebut adalazh;

1. Konvensi Montevideo, 1933 tentang hak-hak dan kewaji-
ban negara { selanjutnya disebut dengan konvensi Monte-
video, 1933 ), khususnys dalam pasal 1.

2. Konvensi Vina, 1969-tenténg huk"~ perjanjian iﬁterna-
sidnal ( selanjutnja disebut dengan kénvenéi ﬁipa,

1969 ).

4, pembahasan Masalah

4.1. Status Palestina sebagai subyek hukum internasional
ditinjau dari pasal 1 konvensi Montevideo, 1933.
Dalam Hukum internasional, dikenal beberapa macam
subyek hukum internasional, yakni;3
1. Negara

2. Takhta suci

3. ralang Merah Internasional
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4, Orpanisasi Tnternasional.
5. Orang peroranesn.
6. Pemberontak dan pihak dal~m senrketn,

Dalam membahas status subyek hukum internasional
Palestina ini, akan lebih difokuskan pada status subyek
hukum internasional negara. Hal ini dikarenakan telah ada
nya prokiamasildari bangsa Palestina. Untuk membahasnya,
akan digunakan dasar hukum Konvensi Montevideo 1933,

Pada tanggal 26 Desember 1933, telah ditandatanga-
ni suatu konvensi yang mengatur tentang hak-hak dan kewa-
jiban-kewajiban negara. Konvensi ini disebut dengan Monte-
video Convention on Rights and Puties of state, 1933.
Penandatanganan itu berlahgsﬁng dalan éebuaﬁ konferensi =
i}téfgasionalinegara—negara pmerika yang ke=7 dikota Mon-
tevideo, Uruguay, Amerika Tatin. Pembentukannya berdasar-
kan prinsip the condemnation of intervention by a state
in the interﬁél or external affairs of another. Yakni,
penghapusan campur_tangan qﬁatu negara terhadap urusan -
urusan dalam dan laar negeri negara lain.

‘ Mengéhai unsur-unsur negara bagi syarat berdirinya
suatu negara sébagai subyek hukum internesional, secara
khusus disebutkan dalam article 1 konvensi m0ntevideo,19§3.
Dalam arficle 1 konvensi-Montevideo, i933 tersebut disebat-
kan;

"the state as a person of intern:tionnl law should
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mss3ns the following qualifications.(2) a perma-
nont popalction (bY 1 defined teritaory (o) rovarn-
ment and (d) capacity to enter intc relations with
the other stater,
Yang merupakan penduduk suatu negira adzlah sembia orang
yang pada waktu tertentu mendiami wilayah negara. pPenduduk
yang merupakan warga negara disuatu negara disebut rakyat.
Tentang unsur ini, disebut dalam articlé 1 (a) konvensi
Montevideo, 1933 yaitu, "a permanent population", dan un-
sur ini adalah esensiil bagi suatu negara. Secara yuridis
rakyat merupakan warga negara dalan suatu eilayah negara
yang mempunyai ikatan hukum dengannya;

.- ‘Wilayah tertentu MErupaksn UnsSur yang penting pula
untuk ‘eksistensi suatu negara’ dan ini Bibitatian dalan ar-
ticle 1 (b) konvensi Montevideé,.i933, yaitu " a defined te-
ritory®, wilayah dalam arti.luas meliputi.wilayzh geogréé
fis,,léut teritorial dan udara. Sedangkan luasnya tidak
menjadi masalaﬁ,'yang penting adalah bahwa wilayah itu ha-

~ rus dikuasai oleh négara yang mengklaim sebagai wilayah ne-
géranya. Tuas ﬁegafa itu ditentukan oleh perbatasan-perba-
tasannyé; dan didalam batas-batas negara itu., negarz menja-
lankan yurisdiksi teritorial atas orang dén benda yang be-
rada diwilayahnya, kecuali untuk perwakilan diplomatik ne--
gara asihg. diterapkan aturan sendiri.
msur ketiga adilzah unsur pemerintah ying berdnaulat

atas wilryvah itv., 42l iai penting koaren: tonpay pemorintth,
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tidak mungkin ada nepara, karena yan- rengitur dan mengen-

dalikan kehidupan rakyvat dan negora itu adelah pemerintsh.

Pemerinfahlah yang mengatur kepentingan rakyatnya agar ter-
cipta ketertiban, keamanan, dan kesejahterean. Apabila ada

pelanggaranratas suatu hukum yang berlaku diwilayazhnya, ma-
ka pemerintéh yang akan memberikan sanksi. 0Oleh karena itu,
pemerintah parus berdavlat, baik itu keluar maupun kedalam,
Kedaulatan kedalam adalah hubungan dengan kekuasaan terha-

dap rakyatdya, sedangkan kedaulatan keluar adalah dalam ka-
itannya deigan hubungan internasional,

Unsur terakhir dalam pasal 1 konvensi Montevideo,
1933 édalaﬂ, capacity to enter into.telatipmsﬁwith the o=~
ther state.-ﬁnsur'ini-er&t kaitannyé<dengan lembaga bgnga-
kuan dalAm-hgkum iﬁfefhasiéhail v
Dalam hukum_internasionél, dikenal~tiga macam teori ten -
tang pengakuan yakni; f ' 74

1. Teofi'xonst;tufif‘{ éénsfitutive theory ).
2. meori Deklaratif ( declaratif theory ).
3. Teori Gébungan ( co@posife theéry ).

Memurut teoti konstitutif, pengakuan itﬁ'memherikan_
akibat mendirikan negara, dalam arti, hanya dengaﬁ penga-
kuan, mgka suatu negara itu dapat disebut sebagai subyek
huk im infernasional. Jédi, yang menentukan suatu negara
ita suabyek hukum internasional ataukah bukan adzlah adanya

reagiz ey et megara lain,
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10

Menurut teori yang kedna, yakni teori dexlaratif,
eksistensi n2gars yang b2aru lohir seoagei subyet hukum
internasional itu tidak digontungkan pada adanya pengaku-
an yang diberikan oleh negara lain. Pengakuz2n disini hanya
mempunyai sifat menyatakan ( to declare ) tentang adanya
fakta atas kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru.

Teori yang ketiga, yakni teori gabungan, adalah me-
Tupakan gabungan antara dua teori yang telah disebutkan
terdahulu. Menurut teori ini, didalam pengakuan terkandung
dua teori. Yang pertama, dari sudut pandang hegara yang
memberikan pengakuan, maka negara itu telah menganggap
bahwa telah ada'kesatuan yang baru lahir sebagai_negara.
merdeka ( perbuatan'yang'beréifét de“laratif ). Yang ke-. |
dua, jika pengak@an;itu dilanjutkan dengan pembukaanihu;
bungan dengan negara yang diakuinya ( perbuatan yang ber-
sifat konstitutif ).

Berdasarkan pada uraian diatas, maka akan dicoba
untuk membahas status kenegaraan palestina.

Palestina adalah sebuah republik parlementer yang dipro-
*lamasikan pada tangga1‘15 November 1988>di Aljiria, ibu
kaota Aljazair. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan
ketua P10, Yasser-Arafat.4 Pengumuman ini didasarkan pada
hasil sidang Palestine National Council ( selanjutnya di-

sebut PNC ) ke 17 luar biasa intifadah yaape diadoakan pada
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11

taneryl 12 samn:i 15 November 1982 di Aljiria, 113izair.
™1y pengumuman itu ditetapknn jura buhwiy Yerussalem -
kan dijadikon ibukota palestina, dan menunjuk PLO sebagai

Wakil sah bangsa Palestina, serta secary resmi menerima

. ketentuan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa { selanjut

nya disebut PBB ) sejak tahun 1947. Berarti, secarz yuri-

- dis palestina telah menerima dua resolusi yang penting
bagi perdamaian Pimur Tengan, yaitu resolusi Dewan Keama-
nan ( selanjutnya disebut DK ) PBB 242 tahun 1967 dan Re~-
solusi DK PBB 338 tahun 1973, serta resolusi_yang berkai-
tan dengan pembagian wilayah Israel dan Palestina yaitu
resolusi Majelis Umum ( selanjutnya disebut MU ) P3B

'181A(11)‘tahQn‘1947, yaﬁé~dikenai'ddngah sebutan the Plén
‘ df~port1tipn with economi¢ union, yang dilengkapi 4 do-
kumeﬁ. Dari 4 dokumen’ itu, maka yang penting yang berkai-
tan ‘dengan unsur_negafa.adalah'dokumen tentang batas-batas

wilayah hegara. Dalam dokumen itu dinyatakan;

" nThe teritory of .palestine was devided into 8 parts.
3 were alloted to the jJewish state and 3 to the '
. Arab state. The seventh, Jaffa was to form an Arad
enclave in the jewish teritory. The eight part
would be Jerussalem. Jerussalem would be a corpus
separatum under a special internaticnal regime.
It was to be administrated by the United Nations
trusteeship council for a period of 10 years, at
the end of which the plan would be examined and
the residents of Jerussalem should be free to ex-
press their wishes by means of referendum ... Re-
solution 181 (II) stated that the constituent assem-
bly of each state shall embody chapter 1 and ?
of the resolution 2nd include inter nlia, vrovisi-
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ons for guaranteeing fo all persons eijual and non
discriminatery rights in civil, political, ecnno-
mic 2 includine fraslyn af reliciom, 1ioaruiee,
Apnsc@ 7;3 sublicstiva, olu~stiom, saenuly and
rsonciation™,
vilayah Palestina meliputi tepi burat sungai Yordon, ja-
lur g2za, dari lembah Astraleon sampai ke Beersheba dan
galilee barat., jaffa merupaken enclave di negara Yahudi
yang membentang diatas galilee timur. Sedangkan Jerussalem
berada dibawah administrasi PRB yong dilaksanskan oleh
Dewan Perwalian ( trusteeship council ).
Dengan adanya resolusi PRR 181 (II), tahun 1947
dan proklamasi kemerdekaan Palestina,'maka palestiné se~
cara yuridis telah memiliki wiieyah negara yang pasti, wa-
laupun pada kenyataannya wilayah itu masih dikuasai .Israel.
Dengan kata”iain, secara de facto, Palestina belum berdau-
lat diatasAwilayahvnegaranya, namun secara dg yure, Pales-
tina mempunyai kedaulatan atas»wiiayah yang diklﬁimnyadse-
suai dengan resolusi My PBB 181 (17), 1947 serta proklama-
si kemnerdekaan Palestina. 0leh karena secara de faéto pa-
lestina belum berdaulat diatas wilayahnya, maka Palestina
peaum memenuhi konsep negara seperti rumusan dalam pasal
1 konvensi Montevideo, 1933, sebab yeng dimuksud pemerin-
tab dalam pasal ini adalah pemerintah yang berdaulat atas
wilayzh negaranya;
D1lam Proclamation of the constitutiom of the state of
~ilestine provisionn] government, dicebiatken;
MILIK
PERPUSI* - *N
“UNIVERS11 < GGA*
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"thae wationnl palestinian Council invests the Pé-

1 astine ribaraticn nrecizat. »n with the oreroga-

tive 2nd responsibilitios of the oravision:l go -

vernment untill the constitution »f the rovernment®,
Jadi, menurut konstitusi ini, jelas bahwa Pin adalah or-
ganisasi yang ditunjuk oleh PN7 untuk melaksanakan tugas
pemerintahan sementara, Hal ini secara otomatis akan me-
ngakibatkan ketua P10 menjadi kepala pemerintahan, atau
dengan kata lain, siapa yang menjadi ketuwa 70 akan men-
jadi kepala pemerintahan.

Dewan ini berhak melakukan hal tersebut karena Ta
identik dengan parlemen palestina. Dewan ini beranggotakan
500 orang yang terdiri atas;’
1. Romite mkééku£if
« Kesatuan iembaga Penerangan

Lembaga kemiliteran Palesgtina

- W N

. Pusat riset palestina

5. Pusat Tata Perencanaan Paléstina

jadi, weskipun pemerintahan itu masih dalam pengasihgan,
Ta adalah pemerintahan yéng sah dari negara Ppalestina.

Unsur yang'Keempat dari konveunsi Montevideo, 1933,
pasal "1, adealah, capacity to enter into relation with the
other state, yang erat kaitannya denean lembaga pengakuan,
Hingga saat ini, sudah lebih dari 100 negsra vang telah
mengikui aksistensi palestina sebagai suatu negara yang mer-

deka, termiasuk pula pengikun diri n oerarea %itr, Indonesin,
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Hal mengenai nenpakuan ini sebenarnya tergantung pada ke-
diimsmaim cinla dop Tanre nevari d4orei nesara vanes moembh -
rikan pensikuinny:, dan ternyata bibwi neaboriam nengaku-
an itu tidoaklah didasarkan pada konsep-konseu nepnra me -
nurut konvensi Montevideo, 1933, namun lebih did:sarkan
pada hak untuk menentukan nasib sendiri ( right of self
determination ), kemerdekaan ( indépendence ), d2n kedau-
latan ( souvereignity ).

Dengan adanya pengakuan terhadap Palestina sebagai
negara, maka Paléstina telah dianggap sebagai subyek hu-
kum internasi@nal yang sempurna, oleh karena itu, Ja da-
Pat mengadakan hubungan hukum dengan negara lain, terma-
suk didalamnya membuat perjanjian-per anjian baik yang
bersifat bilateral maupun multilateral.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan, bah-
wa walaupun secara yuridis Palestina belum sempurna untuk
dapat dikatakan sebagai negara, namun ekSiétensiﬁya sebaf
gal negara yang merdeka telah diterima oleh masyarakat
Internasional., Sehingga dalam pergaulan masvarakat inter-
tw.sional, palestina dapat dan harus bertindak sebagai su-

byek hukum internasional.
4.2. ¥Kewenangan Yasser Arafat untuk menpadakon perjanjian

perdamiian PT0-Israel tanggal 13 3eptember 1993,

Dl article 2 (2) ¥Yienna conventi 'n unth~ 1w of
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treaties, 1969, dikatakan;

"trotty memye intermati on! agrota nt coneclu-

ded between st'ites in written form and sovernad

by internationnl law, whether embodied in a single

instrument or in two or .more related instrument

and whatever its particular desipgnation.
Perjanjian internasional ( treaty ) adalah suatu perjan-
jian internasional yang ditutup diantara negara-negara di-
dalam bentuk tertulid dan diatur oleh hukum internasional
baik dalam satu instrument tunggal atau dua atau lebih ..
instrument yang berhubungan dan apapun yang sesuai dengan
Yujuan pokoknya.

Ada beberapa bentuk utama dimana perjanjien inter-

nasional itu dibuat, yakni;

a. Dalam bentuk antar kepala negara

Dalam hal ini, perjanjian diréncang lewat persétu—
juan kepala-kepala negara yang bersangkutan dan kewajiban
Yang dituangkan dalam perjanjian itu mengikat mereka seba-
gai high contracting parties. Bentuk ini lazimnya hanya
digunakan dalam hal-hal khusus, misalnya konvensi konsuler
dan hal-hal lain yang bersifat formal.

b. Tnter government

Perjanjian yang bersangkutan dirancang lewnat dua a-
tau lebih negara., Perbedaan antata a dan b bukun mengenai
substansinya atou isi perjanjionnya, namun bentuk antar

pemerintohan ini digunakan untuk persetujuan vanf bersifat
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tehnis d=n non politis.

- Tater - state { antar negarn )

Perjanjian ini diraneing secara tegas atau di-zm-
diam selaku persetujusn diantara negara-negara yang ber-
Sangkutan. Dalam perjanjian ini, para penapdatengoen di -
namakan parties. |

d, Antar menteri

suatu perjanjian bisa saja dirundingkan den ditan-
datangani oleh menteri negara-negarz yang bersangkutan,
Umumnya yang menandatangani adalah menterﬁ luar negeri.

e. 4ntar Departemen

Perjanjian juga bisa berupa perjanjian antar depar-
temen pemérintahan. palam hal ini yzng.ber£emu adaléh wéf
kil yang ditunjuk oleh departemen yang bersangkutan.

Dalam kasus perjanjian perdamaian Pip-Israel, per
janjian itu lebih cenderung dikatakan atau dikategorikan
sebagai perjanjian antar negara,meskipun dalam teké.ﬁer-
janjian tidak disebutkan negara Palestina, melainkan bang-
sa Palestina. Hal ini disebabkan adanya unsur politis di-
4211 perjenjian itu. ynsur politis disini adalah bahwa
belum adanya pengakuan tentang status kenegaraan dori ke~
dua belah pihak, Meskipun sudah banvak negara vanes membe-
rik~n pengakuan kepada Palestina sebagal negara yang mer-
lexs, pihak Tsrael belum menyikni exzizteonsi palestina se-

naeai neentt vane merdekn, selintas Lalu, perimiiom ini
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bisa dianggap sebapgzi perjanjian antar bingsa, karena di-
guntkny s 12ti1 :h bangno, neomun, hnl o ind karing lepat &0
rens biik Israel maupun Palesting telnh berstatus negara,
meskipun mereka tidak saling mengakui. Oleh karena pertim-
bangan-pertimbangan politis itulah, maka istilah nepgara

tidak digunakan. Hal ini diterima-oleh kedua beiah pihak
dengan tujuan yang lebih besar yskni, untuk menciptakan

perdamaian dikawasan Timur Tengah.
Sedangkan tindaken Yasser Arafat itu bukan tidak didasarkan
atas ketentuan hukum yang telah berlaku dinegara Palestina.
Tindakan vasser Arafat itu didasarkan atas kewenangannya
selaku kepala pemerintahan negara Palestina, sesual dengan
apa yang tefmuat,dalam proclamation of the constitution
of the ?alestine provisional government, yanglsekaligus
telah mengangkat ketua PLO sebégai kepala pemerintahan
negara Palestina. Berkaitan dengon masalah ini, ‘dalam ar-
ticle 7 angka 2 huruf a disebutkan;
"Invirtue of their functions and without. having to
produce full powers, the following are considered
as representating their state. (a) Heads of state,
Heads of government and ministers for foreign affairs
for the purpose of performing all acts relating to
the conclusion of a treaty".
Atas dasar fungsi-fungsi mereka dan tanpa memiliki atau tan-
pa mengharuskan memperlihatkan full powers, yang berikut ini
dianggap mewakili negarz mereka;

(2Y ¥%epala negora, kepnala pemerintahan dan menteri luar ne-

gerl untv'c tujain meliakan senry tindalom vooar here
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hubungan dengan penutupan suatu nerjanjian;

Jadi, Yasser Aratat, menurut konvensi iri, sudah di-

anggap mempuny i kewenangan untuk menyetujui ataupun menge-
sahkan teks suatu perjanjian atau untuk menyatakan setuju-
nya negara:itu terikat pada perjanjian, dalam kapasitasnya
sebagai kepala pemerintahan negara Palestina.,
Eal ini berbeda dengan kedudukan organisasi-organisasi pem-
bebasan Palestina yang lainnya, karena organisasi-organisa-
si itu bukanlah sebagai pemerintah yang sah dari negara pa-
lestina. ‘ |

Sehingga dapat diambil: kesimpulan bahwa, berdasar-
kan pada proclamation of the éonstitution of the state-of'
Palestine provisional go#ernment dan article 7,»angké.2}
huruf a, konvensi yina 196§, maka.Yaséer'Arafat Qempunfai
kewenangan untuk mengadakan.perjanjian infernasidnal_ter-

sebut,

4.%. Sah tidaknya perjanjian perdamaian PIO-Israel

Tentang tidakAsahnya éuatu perjanjian intérnasiéﬁal,
dimuat dalam pasal 46 sampai pasal 53 konvensi wina, 1969,
Tidak sahnya suatu perjanjiah internasional menurut kon-
vensi ini adalah;

1. Kecakapan

Menurut pms. 1 46 kcnvensi Wina, 1969, dikatakan;
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"1, A state may not invoke the fact that is consent
to be Dbound by a treaty has been expressed in vio-
lation of a2 provision of its internal law regardinr
competence to conclude treaties =s ivvaliditing its
consent unless that violation was manifests and con-
cerned a rule of its internal law fundamental impor-
tance. 2, A violation is manifest if it would be
objectively evident to any state conducting itself
in the matter in accordance with normal practice

and in good faith ",

Suatu negara tidak dapat mengand~lkan fakta bahwa wakil-
nya melampaui kewenangan menurut hukum intern negaranya,
kecuali jika hal itu;

1. Sangat menyolok, yakni secara obyektif terbukti bagi pa-
‘ra perunding negara lain yang telah berbuat secara nhor-
mal dan berlandas pada itikad baik, tapi ternyata wakil
negara tersebut secara menyolok melampéui wewenangnya,

2. Merigenai -suwatu aturan hukum intern yang sangat fundamen-
tal.

Pasal 47 konvensi ¥ina, 1969 memuat tentang pembatasan-

pembatasan khusus atas kewenangan untuk memblerikan persetu-

Juan negara. Pasal ini bisa disimpangi dengan syarat, per-

batasan itu sudah dibteritahukan képada perunding dari nega-

ra yang lainnya,

2. Error

Suatu negara berhak mendalilkan error sebagai ala-
sar untuk menyatakan tidak sahnya perjanjian jika kekhila-

fan tersebut mengenal fakta atau situavi yang dinilai ada

pada waktu perjanjian itu dibuat dan yang merupakan landa-

SKRIPSI ASPEK YURIDIS ATAS ... ERRY WIDIJANTORO



ADLN — PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

20,

san esensiil bagi kesepalkatan ne;ar~ tersebut. Dalam pa-
sal 48 konvensi wWira, 1969 tiduk dikutl k- error of law,
tapi error related to situation of the fact. Juga dalam
konvensi Wina tersetut, tid~k dibedakan antara kekeliruan
sepihak .atau kekeliruan bersama,

r
5. ¥ravd ( penipuan )

Dalam article 49, konvensi Wina, 1969, dikatakan;

"If a state has been induced to conclude a treaty

by the fraudulent conduct ef another negotiating

state, the state may invoke the fraud as invalidi-

~ting its consent to be bound by the treaty".
Alasan[ini dapat diajukan oleh suatu negara jika wakilnya
telah dibuauk melalui tingkah laku yang bersifat menlpu
oleh perundlng yang mewakili negara laln, sehlngga 1a ter-'
gerak untuk menyetuaul perJanglan,tersebut. Kesulitan dalam
pasal ini adalah bahwa terminologi Fraud tidak dikemukakan
defiﬁiSinya dan ‘sampai sekarangpun belum ada kesepakatan
internasional mengenainya. — |

4. Cdrrupfion { perongrongan )

‘Dalam article 50 konvensi‘Wiﬁa, 1969, dikatakan;

nIf the expression of the state's consent to be
bound by a treaty has been procured through the
corruption of its representative direc¢tly by another
negotiating state, the state may invoke such corrup
tion as 1nva11d1t1ng its consent to be bound by the
treatyr,

Yang dimaksud corruption disini adalah corruption terhadap
seorang perunding, baik secara langsung ataupun tidek lang-

sung oleh wakil negara lain, Dalam hal demilian, re ar: ber
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hak mengajukon bahva ia tidak terikat dalam peivjenji-n ta-

di.

5. Coercion { paksaan )

mengenai coercion ini, diatur dalam pasal 51 dan
52 konvensi Wina, 1969, Pasal 50 konvensi Wina menyatakan;
“The expression of a state's consent to be bound by
a treaty which has been procured by the coercion
of its representanive through acts or threats direc-~
ted against him shall be without any legal effectr,
Dalam pasal 52 konvensi Wina, 1969, dinyatakan;
" A treaty is void if its conclusion has been pro-
curee by the threats or use of force ih violation
of the principles of international lawi embodied in
the charter of the United Nations*,

Syarat untuk menyatakan coercion akan terpenuhi jika,

a. Kesepakatan sesuatu negara terhadap perjanjian félah-di-
peroléh melalui paksaan atas wakilnya baik melalui tin-
dakan atau ancaman-ancaman terhadap wakil tadi.

b, Penutupan perjanjian itu.telah dilakukan melaiui ancaman.
atau penggunaah kekerasan yang bertentangan dengan prin-
8ip hukum internasional yang ada dalam piagam PEB.’

- Istilah force, dalam pasal 52 konvensi Wina, 1969 ini, -
bukan hanya dalam arti fisik, karena ada kekerasan non fi=-
sik yang ternyata lebih efektif dari kekerasan fisik. Mi-
salnya, tekanan ekonomi, politik dan lain-lain sejenisnyn,
Yang pada woktu i i serir; dikatakan sebagai neokolonia -

lism
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6. Rertentangan dengan Jus Cogens ( hukum yong bersifat

memaksn )

Hal ini diatur dalam article 53 konvensi Vina,
1969, yang menyatakan;

"A treaty is void, at the time of its conclusion,

it conflict with a peremptory norm of general in-~

ternational law., For the purpcses of the present

conventien, a peremptory norm of general internati- -

onal law is a norm accepted and recognized by the

international community of state as a whole as a

norm from which no derogations is permitted and

which can be modified only by a subsegquent norm of

general international law having the same character".
Suatu perjanjian tidak sah apabilg pada waktu ditutupnya
perjanjian itu bertentangan dengaﬁ norma-norma yang tidak
dapat diubah dari hukum internasional umum. Untuk tujuan
konvensi VWina, 1969 ini, norma yang tidak dapat diubah da~-
ri hukum internasional umum ialah norma yang telah diteri-
ma dan diakui oleh mesyarakat internasiohal,negarafnegara
secara keseluruhan sebaga1 suvatu norma yang tiada penyim—
pangan darinya 1tu dlperboleh&an dan yang hanya dapat di-
ubah oleh norma sesudahnya dari hukum internasirnal umum
yang mempunyali karakter yang sama.

Suatu negara yang~mengandalkan alasgn-alasan keti-~
dak sahan perjanjian internasional itu harus memberitahu~

kan hal-hal itu kepada pihak lain,

" Dari uraian diatas, deopat disimpulkan ,bahwa sah

atau tidsknya suatu perjaniian itu timbul sebagai suatu a-

o ——— -

MILIK
PERPUsTA: N
*UNIVERSI{ . YOGA®
S UR 1 b A\
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kibat adanya satu pihak atau lebih yang mengklaim tidak

s nve pe janjian iin, Sehinpgga selarz tidal ada klaim
dari negara peserta perjanjian, maka perjinjian itu diang-
gap sah, dan tetap mengikat para pihak.

Berkaitan dengan kasus perjanjian perdamaian PIO-
Israel, hingga saat ini belum ada satu pihakpun dari ne-
gara-negara penandatangan perjanjian yang mengklaim ti-
dak sah perjanjian perdamaian tersebut, sehingga dapat di-
anggap bahwa perjanjian itu adalah sah menurut hukum inter-

nasional.

5. Kesimpulan dan saran

* Dari urajan diatas, maka dapat diambil beberapa ke-
simpulan, yakni;

1, Bahwa Palestina adalah suatu subyek hukum internasio-
nal: penuh, kafena kedudukapnya didunia internasional su-
déh dianggap sébégai suvatu negara. Oleh karena Ja ada;
lah suatu-negara ( subyek hukum ), maka Ia dapat menga-
dakaﬁ.tindakan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan
hukum internasional, termgsuk didalamnya mengadakan
perjanjian internasional dengan subvyek hukum internasio-
nal manapun, baik itu bersifat bilateral maupun multila-

teral.

M1 1 A
PERPUSI b N
*UNIVERSIT? 3 2. ANGGA*
SURABAIYA
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2. Berdasarkan sidanz Palestine wation:l fonneil ( 7o )
ke 19 Tu2r bismsa Tatifadhy yoae dilaks makan piwdn bare-
2l 12 s3mpail 15 November 1988, makoe, PTO adalah seba-
gal wakil Palestina yang sah dan secara otomntis menja-
dikan Yasser Arafat sebagai kepala pemerintehan yang
sah dari Jegara Palestina. Berdasarkan pada article 7,
angka 2 huruf a, konvensi wina, 1969, maka Yasser Ara-
fat mempunyai kewenangan untuk menutup perjanjien per-
damaian PLQ-Israel tersebut.

- 3. Pada dasaFnya, dalam setiap perjanjian terkandung asas
kebehasaniberkontrak, yakni para pihak bebas untuk me-
nentukan apa yang -akan dipecjanjiken. Tapi, dalam kon--
vensi Wina, 1969. diatur 6 syarat umum untuk ‘menentukan
tidak sahnya Suatﬁ pérjénjiah internésional. Syarat da-
lam konvensi ini baru bisa berlaku apabila ada klaim
dari satu atau lebih negafa anggota peserta perjanjian
internasiohnal ifu.—Hiﬁgga saat ini, belum ada satupﬁn
klaim yang diajukan oleh para pihak.pepaﬁdataﬁgan per-
Janjian pérdamaian.PLo~Israei, sehingga perjanjian &ang
ditandoatangani pada tanggai 13 September 1993 di washing-

ton D,C,, Amerika Serikat, masih bisa dikatakan sa2h se-~

cara hukum internasional.
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Setelah membaca pembahasan dan kesimpulan serta
dikaitkan dengan keadaan sekarang ini, ada satu saran
yang penting diperhatikan oleh para pihak pembuat per-
janjian internasicnal, yakni ketentuan pasal 26 konven-
si Wina, 1969 yakni, tentang Pacta Sunt Servanda.

Setiap perjanjian yang akan dibuat hendaknya didasarkan
pasa itikad baik dan berlaku mengikat terhadap pihak-pi-
hak pada perjanjian.
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fTégngiﬁ(lfJ’l‘l‘)di kembali 'Wﬁshmgtonpiierxﬁelang pemn.f
aon Pures donigan jabat tinggi PLO Mahmoud Abb 51 Ooo. b
mon Faras ou a8 0,1bu
“kota. pe{;erhasil menyetujui*Rencana Gaza-Jericho”,
tentang?n pemberian otonomi di Gaza dan Jericho,

Bmku E:kok—pokok kesepakatan yang dihasilkan darj per-

‘LPemenntahnn-sendm Palestina akan dimulai dalam beberapa
bulan mendatang di Jalur Gaza dan kota Jericho. Selama 2 bulan
PLO Israel akan melakukan perundingan untuk merinci rencana
tersebut dan 4 bulan berikuinya untuk pelaksanaannya. Rencanu
itu merupakan batu uji bagi pembentukan pemerintah-sendivi di
semun wiluyuh pendudukan secara bertahap dalam waktu 5 tabun!
2. Segera setelah pemerintahan-sendiri terbentuk, Israel akan
‘menyerahkan semua tanggung jawab atas fungsi pemerintahan
{(Bermambung ke ha! 16 kol §)

Pokok,,. [ = © (Sambungan déri hal 1)

sehari-hari, termasuk tugad kepolisian dan keamanan lokal, pelay-
anan kede! atan, pend1 ikan, dan kesejahteraan turisme, dan

pemungutan p ?h

3. Israel masih akan bertanggung Jawab atas keamanan secara
keseluruhan termasuk pen !jn rbatasan. Tentara Israel akan
ditarik dari daerah-daerah uduk padahmtuk dipusatkan di

daerah pantai dan rbatasnn
4. Pemulkiman Yahudi di daerah pendudukan yang kini berjumlah
140 dan dibuni olehtidek kurang dari: 180000 orang akan tetap
dipertahankan .dan.dijoga oleh tentara lsrael. Pembongkaran
mmm quebut ’akan meniadx pokok perundmgan pada mass

menda

utusan tent.nng mtus kota Jerusalem dmngga sangat
h? itn Juga akan dm}tapkan dalam’ pengm ngan yagg akan

nmbal-bahk Iengnkuan Imet PLO akan mcmnggllknn
{:erlawbanan bemt:emalg;lao gx&ngubah konutltww;' ng:s;]
us bagian tujuan unf bangsa Yahudi m;‘h
Py eu:?:‘::dm; ;mn khn negara i:raeldan muka hmm. er)
R ¥ ] o ”., ; s

JAWA POS, 1 SEPTEMBER 1993

MILIK
PERPLSIAY N
«UNIVERSIL 3 7 2+ NGGA*

SURA . ~TA _
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Arafat. Namun ia merasa yakin
bahwa pzhaknya akan mampu
menghadapl gugatan berat itu.

Sementara itu di Gaza, para
glndukung organisasi militan

amas menyerukan anggota-
anggota PLO maupun pejabatnya
agar beramai-ramai meni I-
- kan organisasi itu. Menurut

VERSITAS AIRLANGGA

Arafat...
ﬁmpai kemarin nud’dah menye-
ngﬁra.\um perundingan {e
'. PanndenganMentenL

Norwegia Johan Joerged”

&Er..gunamanuntaaknnpeq
Jien otonomi ynng prinsipnya s
dah disetujui.

‘Menurut juru bicara Kemen
rian Luar Pfegen Ingvard Havne
PM Holst benar-benar terliba
langsung dalam perundingan-

rundingan akhir untuk mem-
Efmt pel janjian tentang saling
memberikan pengakuan antara
negara Yahudi itu dan PLO.
dua pihak pekan silam ‘me-
ngumumﬁanbahwamerekahelah
mcncapaz puatu rancangan
janjian tentang pemerinta
sendiri Palestina di Jalur Gaza

9-9-93

pe ammn {tu. .
I?: antaranyas, menumt kela-
sumbargumber diploma-
be k mh*dnp mm
rkeinginan
perbatasan_iriternasional, di
Saza dan Jericho dan memperta:
hankan keberadaan pasukannys
di daerah pemukimen Yahudx d
Gaza di bawah ketentuan

.jian pemerintahan sendin Pales-

tina, Menyrut kete sum
ber-gsumber yang tahu banyal
tentang perundingan tersebut
Israel juga ingin tetap menguasa
daerah koridor utara-selatan d
sebagian besar wilayah Jerich
dan .mengendalikan jalan-jalar
utama dari kawasan pemukimai
Yahudi tersebut ke ksrael melalu

wakili kelompok radikal mas,hahtuporludllakuka'.nkam.-_ dan Jericho. Ini mempakan lang- Jalur Gaza.
dan DFLP menyatakan mem- na pimpinan PLO telaly terlibat , k&h pertama menuju suatu Ketua PLO Yasser Arafat dai
boikot pertemuan puncak itu, konspirasj.dengan Is) dalam nyelei:mn men l?«eluruh terhada l aﬁ gem pejabat penting PLO telal
Arafat sendiri memimpin perte- persetujuan otonomi. konflik Israel-Paleatina, sete rusaha keras mengembangkai
muan-di Tunis sctolah berkun- .“Yang didapat danpe tujuan ; dlaelenggarakannya pemndmg- ide wnmnzrnm segera pa
e e e |
1n eay- - u na 1 gVt
mur. Pemimpin Oman itu }lnga na, 8 l'sen ar\‘:'llt:ny la?::;; Tetapi, meskipun Pem‘ﬁﬂn' kan suatu selling point ungf
segan-segan menyatakan bantu-. hennasuk erusaleny tatap beras | an prinsipil hampir, ber: membujuk orang Palestina aga
b.‘(idxm dukungan pepenuhnya da di tangan me, emikian ﬁsnldxcapmaelumhnya.dlmnna menefima perjanjian tentang pe
persetuijuan otonomiitu, Per-. myataﬁn yang slugrkdn | PLO skan dapat membentuk merintahan sendiri di Tepi Bare
temuan Arafat dengen ‘Sultan Efamas i~ %0 ) | merintahan sendiri di Gazd arl dan Jalur Gaza nantinya.”
Qaboos ini adelah yang pertama : lompolg ’;mhtan oww | Jericho,namunnegaraYahudiity Tetapi Direktur Jenderal K
nkPemngTeluk yang lalu, mtaka:gnek ale&hn‘l:@ tam ya tetap mempertahanl mnntenan Lusr Negeri Israet Ui
Oman dan neparacnisars Toloky pade Pendo g b vl dapat %ﬁ"’.‘i&ﬁ%‘;‘: Taras] acut toieh engepal
- a hoar totan ¢
hmn a“t Arafat gakm ml):'k glaembo “elawag I Gﬁ’ll"x ah {yang batu{ per\mdmgnnmlmmdenganpa:
apa “e W‘mﬂ Wi “~ akan ek K
“'*“ Hnnya ma, tanf ’tef-ap maxaw “m-Aq;v ipin !
g:lnwlltoh ml’ S'ingdéd tanaszal él' +Caras ; h
i “m"“h Iﬂmk'lm i . péddtir}
{procadiri i1 Jawa pos, 9 SEPTEMBER 1993
o e R o
. 2 ‘\.:'r"hal (S ambungan dari halnmn 1)
ta'ng"pe'-. ap bértahan di a but: Tetapi fercks tidak dapat 1
$ﬁﬂf%ﬁﬂmww%w?m%wwmh-
"telah me bil sikap plomatik’me- ti pengendglian me!
emhnﬁ-hau. Dia bf:tlknkan ngatakan l*mhw‘ater Tsrael mannruh hadapa!:nllnaynh 1‘.@:1'nebust.e m\:
suka mengatakan. perhatian besar hadap isg takdn’
loyment (pencmpatml kmnbah) wa' kelompok-kelgmpok ’radxknf 'bahwaRWmmhnnéil:adanyapa- 4
ketimbang ankan dirl." %4 dan fundamentalis ynng‘mencgi,‘ ngamat mwmaa:;:m 13?3 T}ie-
i m,"i‘.'ni"““"“"’“‘”d"' o e k4 Barat, thapt Juga e menche
1
x::;gm:uum dengan dei? ‘dalam wilayah Israel dan kemudi-- tanﬁ keinginan Israel (mtuk tetap
ntang agmmaulahpnnn- an ‘melarikan diri}melalui LT} ,S’ sana: t;u-aT B "
pil, Israel akan molakukan usaht batasan yang: + dikendalikan “Poape atasanar:i are’ 31;:1 cn:};
nyempurnaan , peniémpatan ~lestina. Knmna{m.negaml’ahudl -rat dan Yordania a
”pasuknnnynlemdan itu akan membangun suatubuffer pemukiman orang-grang Palésti-
Jencha katanya kepada radio . zone atau semacam gonapenyang- na dan karena itu Kami memmba'
ferael Senin lalu. ga seluas beberapa ratus moter, agar daerah itu bgrada di bawah,

Pemimpin Palestina radikal
Nayef Hawatmeh, kepala’ Front'
Demokratik untuk Pembebasan

1Pa!czblx::h {DFLP), l:jnenoltt'al-: agg- :
w wa perjanjian itu scha-

umtﬂ)edukaran -penuh (de-
nJan perdamaian). Dia bahkan
mengatakan bahwa Israel akan

. kontrol sehagaima
Sumber-sumber PLO mengata- Ahra

'uchmggaaehaporangynngakn

memasuki Gaza tetap dapat di-
na schelumnya.

kan bahwa mereka ingin agar po-
lisi-poliei Palestinalah y

lakukan penjagaan keamana d)
beberapa -pos perbatasan tetse-
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kendali kekuatan pengamat. in- .
ternasiona),” ungkapnya Beperti
dlkutxp surat kabar Mesir, Al-’

Paaukan Xsrael;uga akan diper-
tahankan di 16 daerah pemukim-
an Yahudi terdiri atas seki-
tar 20 persen wilayah Gaza. (nas)

ASPEK YURIDIS ATAS ...
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Menlu Palestlna Membangkang

" lam hal ini Menlu PLO Fall(‘::lk
"merasa. lega setelah Yasser berikan pamor baru bagi Arafat, doumi termasuk tokoh yangse
Arafat dan PM lsrael Yitzhak | .khususnya di antars negara~ cara terbuka menolak

soroti seluruh media dunia.

Washington, JP.- ‘
gpolitikituakanmem- Kaddoumi. Repotnya,

Presiden Clinton kemarin-

Rabin’ x:::xyntakan,bem?na fl 01\? dll:arat.qinf teroris™ jian gbusl:ﬁlm GMJgdnmﬂ te

mengha upamrapennn menja ﬁgur epala ‘pemerin- secbu p oposisi u a-_
Yyang mewakili selumh lestina ini cukup menyuhtkan ‘

Pp]utmb.hlkm -.poémAmfat. s

.Rap geu ;'mmwwmb:- umen * perjanjiat; yang .
‘%ﬂﬁ', junkeputiaannys -&dxmf;t&wd.c% )
b Pﬁﬁh

Paleshnm‘r!“'qﬂ k] Prig 2cbagai ek

‘Bahwg Rabiikan mgf uf
enltzShimon%Pe 7, Oleh kantor PM.Yi

h_;ganh;- Jeriifalem dan

,Mmg@m:: --

131.-1

unznn
e

datd hal 1)1
undur,
itif)

ik
Q’Ynuot *wammﬁf

élg .elf‘"““l* RN g\;fhf ‘
anjianita akan tervuj
P n
ALY ya.” an bunuhole leo tam M,
l‘;‘((s\:“!ma;lhqdanyamum’lahgm an P,alestma karenalah cukup
AR ddlam naskahp@aq;_mn.lordan ~ berharga untuk dnbunuh;o]eh-e-
WA ..:Iyé?]el fersebu ozis‘.ngtl:lald Paleltln; “dari
- Bila daldm: antangan atang
Premde:g Lib J;’g;duammar Qa.!
thafi. "Penga{uan PLO kepada

.,rakyatP estum. Der
memndnh

by

Imn ifii pe-
u ‘AS‘antara
sl Jowlama ‘dan Israel ber-

m&mﬁ?éﬁa
Ahmad i

T4 Al B
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mengatasi ganjalan terse-
but, hes;x‘g‘iemunglqnan Senin
- atau Selasa perjanjian tersebut
" “telah dapatditanda i. Teta-
" pi, kecil kemungkinan Hus-
sein dan PM Yitzhak Rabm akan
menandatangani perjanjian
tersebut dalam satu panggung
de Yasser Arafat.
8ekalipun proses diplomatik ke
ardh tercapainya penyelesaian
konf}:k Palestmﬁ Igrae tampak
cerah, oposisi terha appeuax an
PLO-lsrael belum juga 1f)e
kurang. Sejumlah tokoh PLO

- yang menolak perjanjian, meperti
" oL L] i N

Israel adalah lelucon dan tidakg

rlu dianggap serius,” kata
aeathaﬁ Iamenyatakan akan ter- .
us melanjutkan bantuannya ke-
pada kelompok-kelompok pejua-

ng Palesting sejati menun-
tut kemerdekaan dan kehorma.
tan bangsa Palestina,

Sementara itu, upaya AS dan
Norwegia untuk mengerahkan
dana bagi pembangunan di Gaza
dan Jericho dilaporkan mulai
memperoleh tanggapan. Sebagai
“dana awal” pemerintah AS telah
menyediakan dana USD 25 juta.
Dana tcrsebuq dxambnl dan ang-

™, TR
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Naskah Perjanjian PLO-Israel

DI bawah ini adalah naskah
perjanjian antara Organisasi
Pembebasan Palestina (PLO)
d.n Israel mengenai pemerin-
tahan sendiri interim bagi
tungsa Pualestina di wilayah«
wilayah pendudukan Israel.
Naskah perjanjian ini ditanda-
tonigand di Washington puda
hars Senin 12 September 1993,

Deklarasl  tentang  Prinsip-
prinsip Pengaturan Pemerin-
tuban Sendirl Sementara

Pemerintab Israel dan tim
bangsa Palestina (dalam dele-
pasi - Yordania-Palestina  di
Konferensi Perdamaian Timur
Tenguh), yang mewakili rakyat
Palesting, sepakat bahwa su.
dah waktunya untuk meng.
akhirl masa-masa konfrontasi
dan konflik, saling mengakui

legitimasi dan hak-hak politik

tasing-masing, dan berjuang
untuk hidup dalam koeksig-
tensi damai serte kehormatan
dan  keamonan masing-ma-
sing, dan mencapai suatu pe-

nyelesaian damai yang kom--

prehensif dan langgeng serta
rekongiliasi  sejarah  melalui
proses politik yang disepakati.
Herdasarkan hal ini, k
lah pihak sepakat,

I'asal I Tujyan Negoslasi
Tujuan dari negoslasi-nego-
siasi pihgk Isracl-Palestina de-
ngan proges perdamaian Ti.
mur Tengah sckarang ini, anta-
ra lain, untuk menciptakan se-
buah Kekuasean Pemerintah.-
. an Sendiri Interim Bangsa Pa-
- Jestina, pemilihan Dewan (De-
wan) bagi rakyat Palestina di
_ Tepi Barat dan jalur Gaza, bagi
suatu periode transisi yang ti-
dak melebihi dari kurun wak.
tu lima taliun, menuju ke sua-
tu nyelesaian perdamaian
berdasarkan Resolusi Dewan
Keamanan no, 242 dan no. 338,
Kedua pihak mengerti bah-
wa pengaturan-pengaturan in-
terim ini merupakan sebuah
bagian integral dari seluruh
prases perdamaian, dan nego-
siasi-negosiasi mengenai sta-
tus permanen akan mengarah
Bnda pelaksanazn Resolusi
ewan Keamanan PBB no.
242 dan no. 338,

Pasal 11 Keranghka Kerja Bagi
Perinde Interim -
Kerangka kerja yang disepa-
kati bagi periode interim su-
dah diajukan dalam Deklarasi
Prinsip-prinsip ini.

Pasal 1 Pemilu

1. Agar takyat Palesting di
Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa
memerintah, berdasarkan
winsip-prinsip demokrasi,
anysutyy, bebas, dan politik
utnun, pemilu akan dilaksana-
kun untal inewiliy Dewan di
bawah pengawasan yang dise-
pakaly, sedangkan polisi Pales.
tina akan menjamin ketertiban
wnean,

2. Scehuah perianjinn akan
ditombahlkan mengenm beta-
Wk yaug tepst dan kondisi
it putaksunaan pemilu, se-
sudi dengan protokol terlam-
pir sebagai Tambahan 1, de-

SKRIPSI

ngan tujuan untuk melaksana-
kan pemilu tidak lebih dari
sembilan bulan setelah diber-
lakulcannya Deklarasi Prinsip-
prinsip ini.

3. Pemilu ini akan merupa.
kan sebuah langkah persiapan
interim yasng penting menuju
{rrealisosinys hukhak rakyht
Pulestina dan  kebwtuhan-ke-
hutuhannya yang adil.

Kewenangan darf Dewan
fersebut akan mencakup wi-
layah ‘lepi Barat dan Jalur
Gaza, kecuaii atas isu-isu yang
akan dincgosiasikan atas dasar
negosiasi-negosiasi  berstatus
permancen. Kedua belah pihak
melihat Tepi Barat dan Jalur
Gaza sebagai sebuah unit teri.
torial tunggal, yang integritas.
nya akan dlf)erlahankan sela.
ma periode interim.

Bagian Pertama
dari Dua Tulisan

ua be--

Pasal 1V Yurisdliksi
Yurigdilesi Dewan tersebut
akan mencakup wilayah Tepi
Barat dan Jalur Gara, kecuali
isu-isu yang akan dinegosiasi-
kan dalam negosiasi-negosiasi
berstatuzs permanen. Kedua
belah pihak melihat Tepi Barat

.dan Jalur Gaza sebagai suatu

unit teritorial tunggal, di mana
integritasnya akan dijaga scla-
ma. perlode interim.

Pasal V Periode Translsi dan
Negosiasl-negosinsi Berstatus
Permanen e .

1. Periode transisi lime ta-
hun akan dimulai bersamaan
dengan penarikan mundur da-
ri Jalur Gaza dan kawasan
Jericho.

2. Negosiasi-negosiasi ber-
status permanen akan dimulal
sesegera mungkin, tapi tidak
melebihi dimulainya tahun ke-
tiga periode interim, antara pe-
merintah Israel dan wakil-wa-
kil rakyat Palestina.

3. Kyedua pihak mengerti
bahiva negosiasi-negosiasl inl
akan mencakup isu-isu yang
tersisa, termasuk: Jerusalem,
para pengungsi, pemukiman,
pengaturan-pengaturan ke-
amanan, perbatasan-perbatas-
an, hubungan dan kerja sama
dengan negara-ncgara tetang-
ga, dan isu-isu lainnys scsual
kepentingan bersama.

4. Kedua belah [;ihak juga
scpakat bahwa hasil dari nego-
siasi-ncgosiasi berstatus per-
manen inl tidak akan berpra-
sangka atau mendahulul atas
perjanjian-perjanjian yang te-
Iah dicapai bagi periode inte-
rim,

Pasal VI Persiapan Peralilian
Kekunsaan dan Tanggung
Jawab

1. Pada- sant diberlakukan-
nya Dcklarasi Prinsip-prinsip
ini dan penarikan mundur dari
Jalur Gaza dan kawasan Jeric-
ho, sebuah peralihan kekuasa.
an dari pemerintahan nuliter
Jsrael dun Admanistrasi Sipil-
nya kepada pihak  Palesting
yang berwenang bagi tugas ini,
scperti yang dininci di sing,
akan bertaku, Peralihan ke

ASPEK YURIDIS ATAS ...

kuasaan ini bersifat persiapan
sampai pelantikan Dewan.

2. Segera setelah diberlaku-
kannya Deklarasi Prinsip-
prinsip dan penarikan mundur
dari Jalur Gaza dan kawasan
Jerleho, dengan melihat upaya
mempromosikan pembangun-
an tkonomi di Tepl Barat dan
Jalur Gaza, kekuasaan akan
dialihkan pada pihak Palestina
dalam lingkup sebagai beri-
kut: pendidikan dan  kebu-
dayaan, keschatun, kescjahte-
raan sosial, perpajakun lang-
sung, serta turisme. Pihak Pa.
lestina akan memulai pemben-
tukan kckuatan polisinyz, se-
Rcrli yang telah disepakati. Se-

clum pelantikan Dewan, ke-
dus beluh pihak akan menego-
siasikan pengaliban kekuasa.

an-kekuasaan tambahan dan -

tanggung jawab, seperti yang
discpakati.

f’asal VII Perjanfizn tnterim
1. Delegasi Isracl dan Pales.
tina akan menegosiasikan se-

. buah perjanjian teatang perio-

¥OMPAS,
15 STPTEMFRR 1992

de interim (Perjanjian Inte-

rim).

2. Perjanjian Interim {ni
akan menetapkan, antara lain,
struktur  Dewan, jumlah

keanggotaannya, scrta peralih-

an kekuasaan dan tanggung
jawab dari pemerintahan mili-
ter Israel dan Administrasi Si-
ilnya ke Dewan. Perjanjian
nterim ini juga akan menetap-
kan kekuasaan eksekutif De-
wan, kekuasaan legislatif so.
suai dengan Pasal IX di baws,
serta  organ-orgon  yudikatif
mandiri bangsa Palestina.

3. Perjanjian Interim akan
termasuk perjanjlan-perjan]i-
an, yang akan dilaksanakan
pada saat dilantiknya Dewan,
penerimaan oleh Dewan selu-
ruh kekuagsaan dan tanggung

awab yang dialthkan sebe-

mnya sesuai denpgan Pasal
VI di atas.

4. Agar Dewan Disa mempro- i

. mosikan pertumbuhan ckono-
.mi, setelah pelantlkannya, De-
-wan akan menciptekan, antara
lain, sebuah Otoritas Listrik

Palestina, scbuah Otoritas Pe. .

labuhan Laut Gaza, sebuah
Bank Pembangunan Palesti.

na, sebuah Dewan Promosi-

Ekspor Palestina, sebuah Oto-
ritas Lingkungan Palestina, se-
buah Qtoritas Tantoh Palesting,
dan scbuah Otoritas Adminis.
trasi Air Palestina, serta badan
otoritas lainnya yang akan di-
sepakati, sesuai dengan Per-
janjlan Interim yang akan me-.
nctapkan keliuasaan dan tang-
gung jawabnya.

5. Setclah pelantikan De-
wan, Administrasi Sipil akan
dibubarkan, dan pemerintah.
an militer Israal akan ditarik
mundur. .
Pasal VIII Ketertiban Umum
dan Keamanan

Agar bisa menjamin loter-
tiban umum dan keamnanan
internal bagi bangsa Palestina
adi Tepr Barat d:n Jalur Gaza,
Dewan gkan mcmbungun se-
bualy  angkatan polist yang
kuat, scdangkun Israel akan
terus memikul tanggung ja-
wab untuk pertahanan terha-

ERRY WIDIJANTORO
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dap ancaman.ancaman ckster-
nal, termasuk tanggung jawab
keamanan menyeluruh bangsa
Isracl dengan tujuan untuk
menjaga keamanan internal
dan ketertiban umumnya.
Pasal X Undang-undnog dan
Tota Tertth Miller

1. Dewan akan diberikan ke-
Kkuasaan untuk membuat un-
dang.undang, sesuai denpgan
Perjunjian Interim, yang terea.
kup dalam kekuasaaryany di-
llihkaandanyn.

2, Kedus belah pihak aken
menilai kembali undang-un-
dang dan tata tertib militer
yang sekarang diberlakukan
dalam lingkup-lingkup yang
tersisn,

Pasal X Komite Penghubung
Gabungan Isracl-Palestina

Agar bisa memberikan suatu

laksanaan yang mulus bagl

eklarast Prinsip.prinsip int
dan perjanjion-perjanfian beri.
kut lainnya mengenai periode
interim, bersamaan dengan di-
berlakukannya Deklarasi Prin.
sip-prinslp ini, sebuah Komite
Penghubung Gabungan Israel-
Palestina akan didirlkan un-
tuk mengatasi isu.isu yang me-
merlukan koordinasi, isu-isu
kepentingan berzama lainnya,
dan pertikaian-pertikaian.

Pasal XI Kerja Sama Isracl-
Palestina dalam Bidang-bi.
dang Ekonoml’ ¢

Mengakui adanya keuntung- |

an bersama bagi kerja sama
mempromosikan pembangun.
an Tepi Barat, JalurGaza, dan
Israel, bersamaan dengan di-
bertakukannya Deklarasi Prin.
-$ip-prinsip ini, sebuah Komite
Kerja Sama Ekonomi Israel-
‘Palestina akan didirikan un-
tuk mengembangkan dan me-
3Lnk‘;mnkln dalam suatu sikap
€5ja SAMa program-program
yang dlldentf;ikasi daﬂm Pro-
tokol-protokol terlampir seba-
ol Tambahan I1I dan Tam-
ahan 1V, ’ ' '
Pasal XII Penghubung daa
Kerja Sama dengan Yordanla
‘dan Mesir )
° Kedua belah pihak akan
'mengunda;:{g Pemerintah Yor-
‘dania dan Mesir untuk berpar-
tisipasi dalam menciptakan

kilan bangza Palestina, di satu
pihak, dan Pemerintah Jorda-
nia dan Mesir, di plhak lain,
untuk mempromosikan kerja
vsama di antara mereka, Peng-
aturan-pengaturan ini akan
mencakup anggaran dasar dari
sebuah Komite Lanjutan yang
akan menctaphan berdasarkan
perjanjian. tentang modalitas
penerimaan orang-oring yang
tetantar daci Tepi Barat dan
Jalur Gaza pada tahun 1967,
hersuma-sama  dengan  lang-
, koh-langkah yang diperlukan
“untuk wmencegah terjadinya
. gangguan dan kekacauan. {lal-
al lain berdasarkan kekhawa-
tiran bersurna akan diatur oleh
Komite ini. :

i"nsat XIH Penemgpatan Kemn-
hull Kekuatan-keknatan
Inirael

[. Setelah diberlakukannya

suatu pengaturan penghubting
lanjutan dan kerjn sama antura
Pemerintah lsroe} don perwa. -

klarasl Prinsip-prinsip in
dan tidak lebih dari matum
hari dilaksanakannya pemilu
Dewan, suatu penempatan
kembali  kekuatan militer
1srael di Tepi Barat dan Jalur
Gaza akan berlangsung, scba-
gal tambahan pada penarikan
mundur pasukan [srael yang

" dilaksanskan sesuai dengan

Pasal XIV.

2. Dalam penempatan kem-
bali keckuatan-kckuatan miki-
ternya, Isruel akan diarahkan
pada prinsip-prinsip  bahwa
kel atan-kekuatan mifiternya
ticdak akan ditcimpatlan kem.
balt di ear kawasan-kawasan
padat penduduk.

3. Penempatan kemlali se.
lanjutnya ke lokasi-lokasi yuny
ditetapkan akan dilaksanukin
secara bertahap sepadun de-
ngon anggapan fanggung ja-
wab bagi ketertiban umian
dan keamanan internol oleh
kekuatan polisi Palesting se-
pertl yang tercantum  dalum
Pasal VIII di atas.

Pasal XIV Penarlkan Mundur
Israel dar) Jalnr Gaza dan
Kawasan Jericho

[sracl akan menarik muntdlur
duri Jalur Gaza dan kawasun -
Jericho, seperti yang dirinci
dalam protoko!l yang terlampir
sebagal Tambahan 1L

Pasal XV Penyelesalan Pertl-

* kalan-pertikafan

1. Pertikajon-pertikaiun
yang muncul sebagait hasil dari
laksatnan Intergpretasi Dek-

“larasi Prinsip-prinsip ini, atau

perjanjian-perjanjian  berikut-
nya mengenai periode interia,
harus diselesaikan melalui ne-
goslasi-negosiasi dalam Komi.
te Penghubung Gabungan
yang didirikan scsuai dengan .
Pasgal X di-atas. :

2, Pertikaian-pertikaian
yang tidak bisa diselegaikan
melalui negoslasi-negosiasi bi-
sa diselesaikan melaluj sunty
mekanisme konsiliasi yang di.
seﬂak&li oleh kedua belah pi-

hak,

3. Kedua belah pihak bisa
sepakat untuk mengajukan ke.
pada arbitrasi pertikaian.perti.
kaian yang berkaitan dengan
periode interim, yang tidak bi-
sa diselesaikan melalul konsi-
lingi. Sampai pada tuhap ini,
berdasarkan perignjlan keduu
belah pihak, kedua belal pi-
hak akan mendirikan scbuah
Komite Arbitras).

Pasal XVI Kerja Snmn {sract.
Palesttna  Berkaltan  Pro-
gram-program Kegional

Kedua belah pihak melihat
kelompok-keilompok kerja
multilateral sebagai instrumen

_yang memadai uniuk mempro.

mosikan schuah  "Marshull
Plan* program-program regio-
nat dan program-program luin-
nya, termasuk program-pro.
gram khusus bagi Tepi 3arat
dan Jalur Goza, scperti yang
tercantum dalam protokol 1er-
lampir sebagal Tambuhan LV,

Pasal XVII Ketelapon Lain-
laln

L. Deklarasi Prinsip-prinsip |
Ini akan berlaku satu bulan
seteah ditandatangani. Semua
protokol schagai  Gunbudrian
atas Deklarasi Prousip prinsip
mi dan Laporan Kescpakatan
yang  berkaitan  derganoya
nlaan divnggap sebagar bagt.an
integralnyn. (Btrirlp)
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D1 bawah inf adalah pasal-
pasat tambahan dari Dcklara.
st Prinsip-prinsip Pengatur-

an Pemerintahan Sendird Se- |

mentara yang ditandatangant
di Washington 13 Seplember
yang lalu.

Pasal Tambohan I Protokol
{entang Cara dan Kondlsl
Pemilu

1. Orang-orang Pelestina di
Jerusalem yang tinggal di sa.
nn aknn mempunyai hak ber-
partisipasi dalam proses pe-
milu, sesual dengan perjanji-
an antarkedua pihak.

2. Scbagal tambahan, per-
Janjian tentang pemitu in} ha-
rus mencakup, antara lain,
isu.su ini: a. glstcm pemiiu;
b. Cara mengenal pengawns.-
an yang lelah disepakatl dan
ccngnwus Internusionn! serta

omposisl personalnya; c.
berbagnl hukum dan peratur-
an berkaitan dengan kampa-
nye pemily, termasuk peng-
aturan-pengaturan yang dise-
pakali mengenal mengorga-
nisaslkan media masa dan
kemungkinan  lisensl  bagl
stnsiun penylaron dan televi-

5

3. Nasib selanjutnya stotus
orang-orang Palestina terlan.
tar yeng {ecdellar pada tang-
gal 4 Junl 1867 tidak ade
prasangka, karena mereka ti-
dek bisa berpartisipasj dalam
proses pemilu karena alasan.
alasan praktis,

Pasal Tambahan I Profokol
Penarikan Kekuatan Militer
Israel darl Jalur Gaza dan

. Kawasan Jerlcho
. I. Kedua pihak skan me-
nyclessikon dan menanda-
tangani dalam waktu dus bu-
lan setelah diberlokukannya
Deklnrasi Prinsip-prinsip, se-
bunh perjanjian  mengenal
yenarikan kekuatan militer
srael dori Jalur Gnza dan
kawasnn Jericho, Perjanjian
Inl juga termasuk perjanjian-
perjanjisn komprchensif
yang diterapkan di Jalur Ga-
ra dan kawasan Jericho sesu-
dah  penarikon  pasukan
Isracl.

2. Isracl akan mclaksann-
kan suatu penarikan’ kekuat-
an militernya sccara cepnt
don terjodwal dari Jalur Gaza
dan kawasan Jericho, dimu-
lal segera sctelah ditanda-
tanganinya perjsnjlan ten.
tang Jelur Gaza den kawasan
Jericho dan akan dlselesal-
kan dalam suatu periode ti-
dok lebih dari empat bulan
sctelah penandatanganan
perjanjian terscbut.

3. Perjanjisn di olas akan
mencakup, antara lain: o
Pengaturan-pengaturan bagi
suatu peralihan kekuasaan
yang mulus dan damal daci
pemerintah militer [srael dan
Administrast Siplinys kern-
da erwaklian-perwakiian
Pniesting; b, Struktur, kekua.
snan, dan langgung Jawnb pe-
nguasa Palestina di bidang.
bidank ini, kecuali: keaman.
nn  cksternal, pemukiman,
orang-orang larsel, hubung-
an luar negerl, dan hal-hal
Jnin _yang_disepakall berss.

Baglan Terakhir
darl Dua Tulisan

ma; ¢. Perngaluran-pengatur.
an bagl pencrimaan keaman-
an intemal dan ketertiban
umum oleh kekuatan polisi
Palestina yang terdirl dari
perwira-perwira polisi yang
direkrut darl penduduk se-
tempat atau dari luar negeri

(orang-orang  yang meme-
gang paspor Yordania dan
dokumen-dokumen  orang

Palestina yang dikeluackan
olech Mesir). Mereka yang
lniln berpartisipasi dalam
kekuatan polisi  Palesting
berasal dari luar negeri harus
dilntih scbagel pollst dan per.
wira.perwira polisi; d. Suslu
kehadiran internasional atau
asing, scperll yang telah dise-

nkatl; e. Pembentukan se-

unh Komite Kerja Sama don

Kqordinasl Polestine-Isroc]
bagt tujuantujusn keamanan
bersama; (. Scbuah pemba-

ngunon ekonom! dan pro-
gram stabllisast, termasuk
embentukan sebuah Dana
arural, untuk mendorong
investasi nsing, serta du-
kungan keuangan den eko-
nomi, Kedua belah pihak
akant koordinasl dan ketja
sama secara bersama dan
unilateral dengan pihak-pl-
hnk kawasan dan internasio-
nal untuk mendukung tuju-
an-tujusn Ini; g, Pengaturan-
gcn aturen mengenal se-
uah Jelur aman bagl orang-
orang dan transportasi anlara
Jalur Guza dan kawesan Je-

richo, :

4. Perjanjian di atas juga
skan mencakup pengaturan-
pengaturan bogl koordinasi
antara kedua belash pibak
berkaltan dengan jaluralur:
&, Gaza-Meslr, dent b, Jericho-
Jordrhla,

5. Kantor-kantor yang ber-
tanggung Jawab melaksana-
kanh  kekunsman-kekussnan
dan tanggung Jaweb kckua-
snon Palestina dl bawah Pa.
sal Tambahan I1 dan Pasal VI
Dcklarast Prlmlp-rrlmlp
skan berlokas) dl Tep! Barat
dan Jaiur Caze, dan tidak
akan berubah selama periode
Interim.

© Pasal Tambahan {11 Proto-

kol tentang Kerfa Sama
Jsrael-Palcstinag dalam Pro-
gram-program Ekonom!{ dan

Pembangunan

Kedun pihak scpakst men-
ciptakan sebush Komite Ber-
kelanjutan  [sracl-Palcsting
bogl Kerja Sama Ekonomf,
memusatkon, antara lain, hal-
hal di bawah ini: -

1. Kerja sama di bidang nir,
termasuk Program Pengem.
bangan Alr lymf dipersiap-
kan oleh ahll-ahil kedua be.
Iah pihok, yang jugn aksn
menentukan cnre kerjs samn
dalam manajemen  sumber-
sumber nlr d! Tepl Barat don

Jalur Gnza, don juge terma- |

auk  usulsn-usulan  penelitl.
an-penelitian serta rencann-
rencana lentang hak alr bagl

SKRIPSI
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masing-masing pihek, Juga
termasuk pemanfaatan yeng
selmbang darl sumber-sum-
ber alr bersama bagi pelakss.
naan selsme dan setelah pe.
riode interim,

2. Kerja sama di bidang
strik, termasuk sebuah Pro-
gram f’engembangm Listrik,
yang juga aken menentukan
cara kerja sama bag! produk.
si, pemetiharaan, pembelian,
dan penjualan sumber.sum.
ber listrik.

3. Kerjo sama di bidang
cnergl, termasuk sebuah Pro-
gram Pengembangan Enerji,
yang akan disediakan bagl
Ekl?loliﬂs‘ minyak dan gas
bagl kepcrluan-keperluan in.
dustrl, terulama dl Jalur Ga.

za dan Negev, dan akan men.

dorong cks foltas! bersema
fanjutan dori sumber-sumber
enerji {ainnya. Programi ini
tuga akan menyedinkan bagi
onstruksi sebunh komplcks
industr] petrokimia di Jalur
Gaz(} don ljzonsin:’ksl jalur pi-
pa-pipa minyask dan gas,

4. f(erja saomo di bidang
keuangan, termasuk sebuah
Program Aksl dan Pengem-
bangan Keuangan untuk
mendorong Investasi Interna.
stonal di Tep! Barat dan Jalur
Gaze, dan di Israel, termasuk
juga pembentukan aebush
Bank Pengembangan Pales-
tina.

5. Kerja sama di bidang
transportas! dan komunikasi,
termasuk scbuah Program,
yang akan menentukan pe-

doman-pedoman bllgl pemy |

bentukan sebush Kawassan
Pelabuhun Laut Gaza, den
akan menyediakan begl pem-
bentukan jalur-alur {rans-
portasi dan komunikas{ ke
dan dari Tepl Barat dan Jalur
Gaza ke jsrael dan negera-
negara lainbys. Sebagal tam.
bahan, program inl akan me.
nyediakon pelaksanean yang
dibutuhkan untuk konsiruk.
sl jalan-jalan, jalur kereta lrl.
uiur komunikasi, dan lain-
sin,

8. Kerfo sama di bldong
perdegangan, lermasuk pe.
nelitlan-penelitian, dan Pro.
gram Promosi Perdagangan,

yang akan mendorong perda- |

fmgan lokel, regional, dan
nira-regional, termasuk sua-

tu atudi kelayskan untuk .

menciptakan  kawasan-ke-
wasan erdaganﬁm bebas dl
Jalur Gaza dan di laroel, sk-
ses bersama ke kawasan-ka-
wasan inl, dan kerja sama di
bidang-bidang rdyang berkait-
an dengan perdagahgan dan
pernisgaan,

7. Keejo sema di bidang
Industri, termasuk Program
Pengembangan Industri
yeng akan menyediaken blgi
gembemukm bersama Pusat
Pengembangan dan Peneliti-
an Industri lsrecl-Palestina,
akan mempromaosikan usaha
bersama Paleslina-lsrael, dan
menyediakan  pedoman-pe-
doman bagi kerja seama di
bldang Industri-industri teks.
til, makanen, fatmasl, clek-
tronik, batlu permata, kompu-

ter dan {imu pengeuhut}n.

- —
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8. Sebunh program bag ngah, sebagai langkah kedua;
kerjo sama di, dan peraturan 2. Pengembangan bagi se.
mengenati, hubungan-hu. bush gabungan Rencana
bungan buruh dan kerja sa- Israel-Palestina Jordania un-
ma dl bidang kesejahternan tuk koordinnst eksploltasi
soslal. ' kawasan Laut Matl; 3. Terus.

) L .
9. Sebush Rencana Kerja an Laul Tengah (Geza)-Lout

‘ Mati;
* Sama dun Pengembangen

. Sumber Daya Manusia, dise- 4. Desallnas! Regiona! dan
_ dinkan bag{ seminar.seminar ~ proyck:-proyck pembangun.
. dan  lokakarys gabungan an air lolnnya; :

_lsracl-Palesting, dan  bagi 5. Sebuah rencana regional

AIRLANGGA .

scsu:\ gen an  Déklares!
Prinsip-prinsip di bidang.bl.:
dang Ini: pendidikan dan ke-
budayaan, kesehalan, kese.
ahteraan sosial, pemajakan
sngsung, turisme, serta ke.
wenangan lainnya yang dise-
akati; 2. Dimengert! bahwa
yak-hak dan kewajiban-ke.
wajiban dari badan Inl Udak
akan dibuat.buat; 3. SelllJo
lingkup yong diuruikan dt
alns akan terus memperoleh

~ pembentuknn pusat-pusot fo- agembangan pecland.  alokasi dana yang ods gesual
tihan kejuruan, Institut-Inatl. :)rang‘ll"rcmﬁauk schual upnya  dengan  pengaturan-peng. . ¥
tut penelitian, dan Lank-  poordinast regional untuk  dturen yang skan discpakati
bank dota gabungan. mencegah penggurunan  bersama.  Pengaturan-peng.
10. Scbuah Rencana Pertin. kemball; n')!:!rcfll:\ka':l pj::;":z;‘;:\ m:: &
« dungan  Lingkuugan, wme. -6, Soling ketcrkaitan Ja. tnadal yang diperiukan un-
lnycdlnkln bﬂgl |ﬂ"8kﬁh' rlngan-jnrlngln lislrlk; 1. tuk mengumpulkan p ak- M
ilnngknh abungsn dar/ntau Kerjn sama regional bagi nisk olch kantor pemajakan
i koordinest di b dﬂng inl, pongnllihln. dlslt‘lbusl. dan angsung: 4. Pade saat pelnk.
' 11. Sebush program bagl cksploitasi industri ges, mi- sanaan  Deklarasi Prinsip. P
; koordinast  pengembangan nyak, seria sumbec.qumber rinsip, delegasi Israel dan
dan kerfo sama di ‘bidang  ¢ferfi lainnya: 8. Scbush  pPalesting akan segera mela.
komunikasi dan media. Rencana Pembangunan Tu-  kykan ~ negosiasi-negosiasi A
risme, Transportasi, dan Te-  mengenai rencana terinei ba.
12. Pfoﬂ‘lm-pmgmm lﬂin' lek(}munik.' ﬂeﬂionnl: 9. gi pe'a"han keku.”on me.
nya yang sesuai dengan ke- . Kerja sama reglonal di bi-  pgenal kantor-kantor terse- S
_pentingan bersama. dang-bidong lainnya; 3. Ke- Lt sosual dengan pengertian
dua pihak akan mendorong  dj a(as.
,Pasal Tambahan IV Proto- kelompok-kelompok  kerja
kol tentang Kerfa Sama  multiiateral, dan akan meng- Pasal VII (2) perjanjisn [n.,
Haracl-Palestina  Herkaitan koordinasikennya  supaya lerim jugo akan mencakup
'dengnn Program Pemba.  berhasil, Kedua belah pihak Ecnu-lum-‘re aturan bagi,
ngunan Regional akan mendorong keglatan- oordinasi don kerjz sama. - 16
] kegintan antarbidang, 1crma- Pagai VII (5) penarikan ml.
1. Kedua pihak akan beker. suk studi pra-keloyakan dan  liter Udak akan mencegah
‘jo samn dnlam konlcks upa. kelayakan, di dafom berbagai  [sracl melaksonakan kekua-
.‘rn-upaya erdamaion muitl- kelompok-kelompok  kerjs  &tan den tanggung jawab S
{lnteral dalam mempromosi- multilateral. yang dialihkan ke Dewan,
kan scbuah Program Pemba- . Pasal VIII dimengerti bih.
ingunan bagl kawasan, terma. , wa Perjanjlan Interim ddlsm ;
{suk Tepl Barst dan Jalur Go-  Bulle-butle”  Kesepakatan  hol Inf akan mencakup pengs | ~E
{2, yang akan diprakarssi  atas Deklarasi tentang Prin-  aturan. eniatunn bagl kera
laleh negara-negara anggota  sip-prinalp Pengaturan Pe-  sama don koordinasi antara
:G-1. Kedua belah pihak akan  merlntahan Sendiri Semen-  kedua belah pihak. Juga di- P
,meminta G-7 untuk mencarl tara  sekapat! bahwa perallhan ke.
I partisipast negara-negara A, Perjanjlon don Kesecpa- ~ kuasaan den tanggung jawab. .
‘yong berminet dalam pro-.  katan Umum . ke&udn ollsi Palestina akan T
‘gram ini, seperti anggola  Setlap kekuasaan dan tang.  difelesaiken secara bertahap,
; Organisasi bag! Pembangun. gung jawab yong diaiihkan  scpertl yang disepnkati da-
tan dan Kerja Sama Ekonoml, e pihak Palestina sesuai de-  lam Perjanjion Intedm. - E
-negarn-negara atau instilusi-  ‘ngan Deklarasi Prinsip-prin. Pasgal X discpakali bahwa’
(institusi Arab regional, ter-  sip sampal dilantiknya De.  pada soat berlakunya Dekla..
‘masuk juga sckior swasta, wan gkan dibetlakukan sama  tosi Prinsip-prinsip, delegash M
1 dengan  prinsip-prinsip sc.  Israci dan Palestina akan tu.
2. Program Pembangunan pcrl? yang lerma'ﬁtub donlam  ker menukar nama-nama ine °
inl akan terdiri dari dua cle-  paeal |V, yang diursiken do-  dividu yang dilunjuk oleh: B
men: &, sebush Program  |gm Butir-butir Kesepakatan  mercka scbl_iul anggota Ko-t
Pemnbangunan Ekonom! bagl di bawah {nl. mile Penghubung Gabungan
Tepi Barat dan Jalur Gaza; b, B. Perjonjian dan Kesepa-  Israel-Palestina. Juge disepa.. E
sebuah  Program Pemba. katan Khusus Pasal [V dise- kol bahwa setlap pihak akan.
ngunan Ekonoml Reglonal. pakatl bahwa: mempunyal jumlah anggota;
A, Program Pembangunan 1, Kewenangan Dewan ‘ang sama dalam Komlte Ga. R
Ekonomi bagi Tepi Baratdan  gken mencakup wilayah Tepi {)ungln. Komite Gabungan
ydotur Geza aken terdirl dari  Bgrat dan wilayoh Jalur Go.  akan mencapal keputusan
relemen-clemen berikut inl: 1. 74 kecunll Isu.lsu yang skan  berdasarkan  kesepakatan,
Sebush Program Rehabliita. dincgosiasikon dalam nego-  Komile -Gabungan bisa ine-
8 Sosinl, termasuk acbuah  gfnsi.negosiosi status perma-  nambah lralcgnlal dan ahll,
iProgram Konstruksi 9‘“‘ Pe- nen: Jetusalem, pemukiman,  kalaw  diperlukan, Komite 1993
““;‘m“h‘m; 2. Scbuah Program lokast-tokast  wmiliter, dan  Gobungan akan memulus.
‘Pembungunan 3isnis Mene. orang-orang Israel; 2, Kewe-  kan tempat atau tempstdem-
ngah dan Kecll; :nngan Dc!wzn akan clltllcrap- pol dan dilaksanakannys per-
¢ nn sesun! dengan kesepa- temuan,
| & Scoah Program Pembt: Kt yung Gicapn lentank o Tambghan 1t dime
Hrik, transportasl dan komu.  Xkekuosaan, tantgung Jaweb,  ngerti bahwa, becsamaen de.
| kasl seita Ininnya): 4, Se.  lingkup, dan kekuasaanyang  ngan . penarikan  militer
Tl Rencann Suber Dayg  dinlihkan padanys. Istuel, [srael akan terus ber-
Munl ic‘ 5 Pun r Y Pasal VI(2) disepakati bah-  tanggung Jawab bagl ke:
rz:::'";;i'nn a rogram-pro- wa peralihon kekunsaon akan  amanan eksternal, dan ke
g ya. dllaksanakan sebogal berl-  amanan Internal dan keter-
B, Program Pembangunan kut: 1. Pihak Palestina skan  tiban umum para pemukim
Ekonomrﬂe;ionnl bisa (erd|- memberitahukan - pihak  dan omnn-ornng tsracl. Ke-,
H dari elemen.clemen berl. [srael mengenal nema-nama  kuatan militer AS dan orang-
kat ini: I. Pembentukan ge.  orang Palestina yang di{jin- orumf‘slpil akan terus meng-
buah Dana Pembangunan Ti- kan untuk memegang kckua- unakan jnlan-alan secara
mur Tengah, sebagal langknah soan, kewenengan, dan lang- cbns di dalam Jalur Goza
pertama, dan schush Bank ﬁunlll“'ﬂb yang aken dislih-  dan kawasan Jericho. |
Pembongunan  Timur Te. an kepeds pihak Palestina - (Rir/rip)
b e - .
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